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BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATl LAMPUNG BARAT 
NOMOR l}-TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMANPENYUSUNAN 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATl LAMPUNG BARAT, 

a . bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah daerah 
yang optimal, diperlukan serangkaian petunjuk teknis yang 
dibakukan terkait proses penyelenggaraan tuga-S-tugas 
pemerintah di daerah dalam bentuk Standar Operasional 
Prosedur (SOP); 

b. bah.wa untuk keseragaman penyusunao Slandar Operasional 
Prosedur (SOP) pada tiap Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintab Kabupaten Lampung Barat, perlu ditetapkan 
pedoman penyusunan Standar Operasional Proscdur (SOP); 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat ll Lampung Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, 'I'ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia, Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemedntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tah.un 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia tahun 2015 Nomor 58. Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemcrintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tabun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Stan.dar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 649); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 
2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 3). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATT TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung 
Barat. 

3. Bupati ac.lalah BupaU Larnpung Baral. 

4. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten 
Lampung Barat. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 
adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. Unit Kerja adalah Satuan Kerja pada Organisasi Perangkat 
Daerah. 

7 . Unit pelaksanan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah unsur pelaksanan teknis pada Dirias dan Sadan 
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. 

8. Kelurahan adalab Kelurahan pada Keea.matan dalam 
Kabupaten Lampung Barat. 

9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya singkat SOP 
adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi 
pemerintahan yang dijalankan oleh Perang.kat Daerah. 
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10. Poooman Penyusunan SOP adalah dokumen yang berfungsi 
sebagai acuan da1am penyusunan SOP yang memuat langkah
langkah pcrsiapan penyusunan, tahap-tahap penyusunan serta 
pembuatan diagram alur kegiatan setiap unit kerja. 

11. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme 
yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah 
ditetapkan. 

12. Kegiatan adalab penjabaran dari fungsi dan rincian tugas 
untuk mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan Jangkah
langkab kerja yang telab ditentukan dalam Standar 
Operasional Prosedur. 

13. Pelayanan Internal adalah berbagai jerus pelayanan yang 
dilakukan oleh urut-unit pendukung pada sekretariat kepada 
seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan 
internal organisasi pemerintaban sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

14. Pelayanan Ekstemal adalah berbagai jenis pelayanan yang 
dilaksanakan unit-unit kerja yang langsung ditujukan kepada 
masyarakat atau kepada instansi pemerint.ablaionya, sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 

15. Dokumen SOP adalah berkas tertulis dan tercetak yang telah 
disusun mengenai SOP Perangkat Daerah yang bersangk-utan. 

(2) 

Pasal 2 

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Perangkat 
Daerah cli lingkungan Pemerintah Daerah dalam 
mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, 
memonitor serta mengevaluasi SOP dalam penyelenggaraan 
pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Pedoman ini bertujuan untuk : 
a. merribantu setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan 

SOP; 
b. membantu memperlancar penyusunan langkah 

tahapan kerja, mekanisme serta alur kegiatan 
Perangkat Daerah dalam rangka mendukung 
administrai:,i penyelenggaraan pemerintahan; 

kerja, 
setiap 
tcrtib 

c. meningkatkan akuntabilltas clan k:ualitas pelayanan publik; 
dan 

d. :sebagai acuan dalam pengukuran kinerja di setiap 
Perangkal Daerab. 

Pasal 3 

Manfaat SOP adalah : 
a. 

b. 

c. 

sebagai ukuran standar kinerja bagi pegawai dalam 
menyelesaikan, memperbaiki serta mengevaluasi pekerjaan 
yang menjadi tugasnya; 
mengurangi tingkat kesalahan dan kelaJaian yang mungkin 
dilakukan seorang pegawai dalam melaksanak:a.n tugasnya; 
meniogkatkan kualitas pelayanao kepada m.asyarakat secara 
lebih 1nudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien, serta 
terjangkau; dan 
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d . menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek 
mutu, waktu dan prosedur. 

BABU 
PRINSIP SOP 

Pasal 4 

(1) Prinsip SOP terdiri atas : 
a. prinsip penyusunan SOP; dan 
b. prinsip pelaksanaan SOP. 

(2) Prinsip penyuSW1an SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf a sebagai berikut : 
a. kemudaban dan kejelasan, yaitu prosedur yang 

clistandarkan harus mudah, dimengerti dan cliterapkan oleh 
semua pegawai; 

b. efisionsi dan efektifitas, yaitu prosedur yang distandarkan 
harus efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan lugas; 

e. keselarasan, yaitu prosedur yang clistandarkan harus 
selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait; 

d. keterukuran, yaitu prosedur yang distandarka.n 
mengandung standa.r kualitas/mutu tertentu yang dapat 
diukur peneapaian keberhasilannya; 

e. dinamis, yaitu prosedur yang distandarkan harus dengan 
eepat dapat disesvaikan dengan kebutuhan peningkatan 
kualita.s pelayanan yang berkembang; 

f. berorienta.si pada pengguna, yaitu prosedur yang 
clistanda.rkan harus mempertimbangkan kebutuban 
pengguna, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada 
pengguna; 

g. kepatuhan hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus 
memenuhi ketent uan peraturan per:undang-undangan; dan 

h. kepastian hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus 
ditetapkan oleh pimpinan scbagai scbuah produk hukutn 
yang d.itaati, dilaksanakan dan menjadi instrument untuk 
melindungi pegawai dari kemu.ngldnan tuntutan hukum. 

(3) Prinsip pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) 
huruf b sebagai berikut : 
a. konsisten, yaitu harus dilaksanakan secara konsisten dari 

waktu ke waktu, oleh siapapun dan dalam kondisi apapun 
oleh seluruh jajaran organisasi pemerintah; 

b. komitmeo, yaitu ha.rus dilaksanakan deogan komitmen 
penuh dari seluruh jajaran organisasi dan jenjang yang 
paling rendah sampai dengan yang te:rtinggi; 

c. perbaikan berkelanjutan, yaitu pelaksanaan harus terbuka 
terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang 
benar-benar efisien dan efektif; 

d. mengikat, yaitu harus mengikat pelaksanaan dalam 
melaksanakan tuga.sny a sesuai dengan prosedur stander 
yang telah ditetapkan; 

e. seluruh unsur mcmiliki pcran penting, yaitu seluruh 
pegav,ai mernpunyai pt:rdl1 terlt!IllU dalam setiap prosedur 
yang dist-andarkan; dan 
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f. terdokumentasi dengan baik, yaitu seluruh posedur yang 
telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik 
sehingga dapat dijadikan refernasi bagi setiap mcreka yang 
memerlukan. 

BAB Ill 
TAHAPAN 

Pasal 5 

(1) SOP disusu.n oleh pelaksana pekerjaan pada masing-masing 
unit kerja. 

(2) Penyusun SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d.ilakukan 
melalui tahapan penyusunan sebagai berikut : 
a. persiapan; 
b. identifikasi kebutuhan SOP; 
c. an.alisis kebutuhan SOP; 
d. penulisan SOP; 
e. verifikasi dan uji coba SOP; 
f. pelaksanaan; 
g. sosialisasi; 
h. pelatihan dan pemabarnan; dan 
~- monitoring dan evaluasi. 

BAB IV 
PERSIAPAN 

Pasal 6 

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dala.m pasal 5 ayat (2) huruf 
a clilakukan dengan membentuk tim, pe1nbekalan tim, 
menyusun rencana tindak dan sosialisasi. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 
dan/al.clu mengkoordinasikan semua tahapan penyusunan 
SOP, menyusun rencana pelaksanaan dan sosialisasi kegiatan 
Pcnyusu.nan SOP pada masing•masing OPD. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat {l) terdiri atas: 
a. Ketua: Kepala Bagian yang membidangi Organisasi; 
b . Sekreraris : Kasubbag yang membidangi Tata Laksana; 
c. Anggota : perwakilan masing-masing OPD. 

BABV 
IDENTIFIKAS[KEBUTUHAN 

Pasal 7 

(1) Indentifikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf b dirumuskan dengan mengacu pada 
tugas dan fungsi OPD. 

(2) Identifikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan pada masing-masing OPO dan disusuu menurut 
tingkatan unit kerja. 

(3) Hasil identifikasi kebutuhan SOP dirumus.kan dalam dokumen 
inventarisasi judul SOP. 
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BAB VI 
ANAL!S1S KEBUTUHAN SOP 

Pasa18 

(1) Dokumen inventarisasi judul SOP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7ayat (3) dijadikan bahan analisis kebutuhan SOP. 

(2) Hasil analisis dibuat dalam format nama dan kode nomor SOP 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BABVIl 
PENULISAN SOP 

Bagjan Kesatu 
Dasar 

Pasal 9 

SOP disusun berdasarkan nama dan kode nomor SOP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). 

Bagian Kedua 
Syarat dan Kriteria 

Pasal 10 

(1) Penyusunan SOP dilakukan dengan pcrsyar.atan sebagai 
berikut: 
a. mengacu pada peraturan. perundang-undangan; 
b. ditulis denganjelas, rinci dan benar; 
c. memperhatikan SOP lainnya; dan 
d. dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Kegiatan yang memerlukan SOP memenuhi loiteria sebagai 
berikut: 
a. kegiatannya dilaksanakan secara rutin atau berulang-ulang; 
b. menghasilkan output tertentu; dan 
c. kegiatannya mellbatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) 

orang/ pihak. 

Bagian Kctiga 
Bentuk dan Format 

Pasal 11 

(II SOP dibuat dalam bentuk tabel, tertulis dan diagram alur. 

(2) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Bagjan Keempat 
Penyusun 

Pasal 12 

(1) Pelaksana pekerjaan. pada masing-masing unit kerja melakukan 
penyusunan SOP. 
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(2) Penyusunan SOP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dikoordinasikan oleh Sekretaris OPD dan/atau Pejabat yang 
membidangi ketatausahaan. 

(3) Penyusunan SOP lint.as OPD dikoordinasikan oleh Sekretaris 
Daerah. 

BAB VIII 
VERIFIKASI DAN UJ1 COBA 

Pasal 13 

(1) Rancangan SOP yang dibuat pelaksana sebagaimana dimaksud. 
dalarn pasal 12 ayat (1) di veri.fikasi. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) dila.lrukan oleh 
atasan secara berjenjang dan pejabat yang menangani SOP. 

(3) Rancangan SOP basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan uji coba. 

(4) Ujicoba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara 
mandiri oleh unit kerja yang bersangkutan dengan disaksikan 
oleh atasan secara berjenjang. 

Pasal 14 

Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba 
ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Bupati. 

BAB IX 
PELAKSANMN 

Pasal 15 

Syarat pelaksanan SOP meliputi : 
a. telah melalui proses veri.fikasi, ujicoba dan penetapan; 
b. adanya dukungan sarana clan prasarana yang memadai; 
c. sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai; 
d. telab disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh 

pegawai dilingkungan pemerimntah daerah; clan 
e. mudah diakses dan dilihat. 

BABX 
SOSIALISASI 

Pasal 16 

(ll Pelaksanan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus 
terlebih dahulu disosialisasikan dan didistribusikan kepada 
seluruh pegawai dilingkungan unit kerja. 

(2) SOP harus diitegrasikan dengan pengaturan-pengaturan lainnya 
di dalam organisasi. 
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BAB XI 
PELATIHAN DAN PEMAHAMAN 

Pasal 17 

Pelatihan dan pemahaman sebagai.mana climaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) huruh h dilalrukan dalam bentuk rapat, bimbing-<lll teknis, 
pendampingan ataupun pada pelaksanaan sehari-hari. 

BAB XII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 
Monitoring 

Pasal 18 

Monitoring sebagaimana climaksud dalam pasal 5 ayat (2) hutuf I 
dilakukan dengan cara observasi, interview dengan pelaksana, 
diskusi kelompok kerja. 

Bagian Kedua 
Evaluasi 

Pasal 19 

(1) Untuk mengetahui efektifitas dan kualitas SOP, dilakukan 
evaluasi pelaksaan SOP. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan 
penyempumaan SOP. 

(3) Evaluasi sebagaimana climaksud pada ayat (I) dilakukan setiap 
akhir tahun. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
atasan secara berjenjang dan koordinator sebagai.mana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) serta berkoordinasi dengan 
Bagian yang membidangi Organisasi. 

BAB XIII 
PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN 

Pasal 20 

(1) Atasan langsung secara melekat dan terus menerus melakukan 
pengawasan pelaksanaan SOP. 

(2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP dilaporkan kepada Kepala 
OPD setiap triwulan. 

BAB XIV 
PENGKAJIAN ULANG DAN PENYEMPURNAAN SOP 

Pasal 21 

(l) SOP yang cliberlakukan perlu dikaji ulang minimal sekali dalm 2 
(dua) tahun. 



(2) Pengkajian ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh 
tim yang terdiri dari unsur pimpinan,pelaksana, dan unit kerja 
yang menangani SOP. 

(3) SOP yang telah disempurnakan ditetapkan deogan keputusan 
kepala daerah. 

BAB XV 
PELAPORAN 

Pasal 22 

Hasil pelaksanaan SOP pada OPD dilaporkan kepada Bupati. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal23 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundaogkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerinta.hkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan peoempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung barat. 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 10 Junl 2019 

p IL MABSUS 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal Io Jun I ').vtq 

SEKRETARIS 
KABUPATEN'LfiJll'U- GBARAT, 

/ 

SERITA D RAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 37 

-'ARAF KOORDINASI 
' 110 JABATAN PMAF 

SETilAKAB ,, , 
~-

1 • i. ! ASSISTEN / 'i. . ... 
3 ASSISTEN Ill. j 

: 4 't'XY.l· OrgJnl~aSI Jl ,. 
I ;J.t 

7 -a 
~ 

! ·(: KABAGHUKUM ..Y 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATT LAMPUNG BARAT 
NOMOR 771 TAHUN 2019 
TANGGAL : lo }uni 2019 

FORMAT DOKUMEN SOP 

Dolrumen SOP pada hakekatnya merupakan dokumen berisi prosedur-proseduryang 

distandarkan yang secara keseluruhan membentuk satu kesatuan proses. 

A. LEMBAR JUDUL (COVER) DOKUMEN SOP OPD 

Standar Operasional Prnseclur 
(OPD) 

2019 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Barat 

(OPD) 

JI.. ................................. . 
T elpon/Fax/Email .............. . 

Logo Pemerintah 
Daerah 

Judul Dokumen 
SOP 

Tahun 
J>embuatan 

Alamal 
Pel.'llllgk.at 
Daerah 
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B. CONTOH BAGAN IDENTITAS PROSEDUR 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
SEKRETARJAT DAERAH 

,__ ________________ , 
DASARHUKUM 

NomorSOP 
Tanggal 
Pembuatan 
Tanggal Rcvisi 
Tanggal Efeklif 
Disahkan Oleh 

NamaSOP 

1. Peraturnn Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar 
QperasionaJ Prosedur Administrasi Pemerintah; 

SekJ'etaris Daerah 
Kabupaten Larnpung Barat 

Akmal Abd Nasir, S.H 
NIP. 19630405199303 l 011 
Pembuatan SPPD 
KUALIFlKASI 
PELAKSANAAN 
1. Mampl.l mnegoperasikan 

komputer; 
2. Memiliki kema.mpuan 

2. Peratu.ran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 3. 
pei-encanaan; 
Memiliki kompetensi; 
Memohami peraturan 
perundangan yang 
berlaku. 

Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan 4. 
Perangkat Daerah; 

3. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2016 
tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Sekretariat 
Daerah dan Staf Ahli Bupati. 

(boleh dit.ambahkan dengan peraturan latnnya 
sesuai bidang uraian tugas pokok dan Jungsf. 

ran kat daerah . 
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN 

1. Renstra Sekretariat 
2. Dokumcn Pcrjanjian Kincrja 
3. Dokumen Rencana K ·a Tahunan RKT 

PERINOATAN 

ATK, Laptop, printer, 
Flashdisk 

PENCATATAN DAN 
PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak diikuti maka : 1. Agenda Surat Keluar; 
Surat Perintah Perjala11an 
Dinas; 

1. Penyusunan Rencana Kinerja tidak tetealisasi dengan 2. 
bail<; 

2. Pelaksanaan RKT tidak Lercapai dengan bai1<; 
3. Agar hal tersebut di atas tidak tcrjadi maka SOP ini 

harus dilaksanakan secara konsisten 

3 . Dokumen RKT 

Bagian Identitias Prosedur dijelaskan sebagai berikut : 

1. Logo dan Nama lnstansi/Satuan Kerja/ Unit Kerja, nomenklatur Organisasi Perangkat 

Daernh/Unit Kerja. 

2. Nomor SOP AP, nomor prosedur yang di SOP kan sesuai dengan tata naskah dinas 

yang berlaku di lingkungan Pemerinlah Kabupaten Lam.pung Barat; 

3. Tanggal Pembuatan, tanggal pertama kali SOP AP dibuat berupa tanggal selesainya 

SOP AP dibuat bukan tanggal dimulainya pembuatannya. 

4 . 

5. 

Tanggal Revisi, tanggal SOP AP direvisi atau tanggal rencana ditinjauuJangnya SOP AP 

yang bersangkutan. 

Tanggal efektif, tanggal mulru diberlalrukannya SOP AP atau sama dengan tanggal 

ditandatanganinya Dokumen SOP AP. - ~ 



r 
t 

6. Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan kerja. Item 

pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, namajabatan yang disertai 

NIP serta stempe!/cap instansi. 

7. Judul SOP AP, judul prosedur yang di SOP kan sesuai dengan kegiatan yang sesuaJ 

dengan tugas dan fungsi yang dirniliki. 

8. Dasar hukum, berupa peraturanperundang-undangan yang mendasari prosedur yang 

di SOP kan beserta aturan pelaksananya. 

9. Keterkaitan, member.ikan penjelasan mengenai keterkaitan Prosedur yang 

distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan (SOP lain yang terkait secara 

langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi bagian dari kegiatan 

terse but). 

10. Peringatan, memberikan penjclasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang 

tcrjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Peringatan 

memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada di 

luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, serta berbagai dampak Jain 

yang djtimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya bila 

diperlukan. Umumnya menggunakan kata peringatan, yaitu jika/ apabila-maka atau 

batas waktu kcgiatan harus sudah dilaksanakan. 

11. Kualifikasi Pelaksana.an, memberikan penjelasan menganai kualiflka.si pelaksana yang 

dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan. SOP 

Administrasi d.ilakukan oleh lebih dari satu pela.ksana. Oleh sebab itu ma.ka 

l,rualifika.si yang dima.ksud adalah berupa kompetensi (keahlian dan. keterampilan) 

bersifat umum untuk semua pelaksana dan bukan bersifat individu, yang diperlukan 

untuk dapat melaksana.kan SOP ini secara optimal. 

12. Pera.Iatan dan perlengkapan, memberikan penjelasan mengana.i daftar peralatan 

utama (pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara langsung 

dengan prosedur yang di SOP kan. 

13. Pencatatan dan pendataan, memuat berbagai ha! yang perlu didata dan dicatat oleh 

pejabat tertentu. 

;-~.,,., 
• • I 

y 



C. SJBOL - SIMBOL PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSED UR 

SIMBOL SEBUTAN DEFINISI 

Terminator Simbol ini digunakan untuk 

( ) menggambarkan awal/mulai dan akhir 

suatu bagan alir. 

Proses Simbol ini digunakan untuk 

I I menggambarkan proses pelaksanaan 

kegiatan. 

Pengambilan Simbol ini digunakan untuk 

<> Keputusan menggam barkan keputusan yang harus 

dibuat dalam proses pelaksanaan 

kegiatan 

Dokumen Simbol ioi digunakan untuk 
[ I menggambarkan semua jenis dokumen 

sebagai bu.kti pelaksanaan kegiatan. 

Penggandaan Simbol ini digunakan untuk 

I UJ Dokumen menggrunbarkan penggandaan dari semua 

jenis dokumen. 
-

V 
Arsip Manual Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan semua jenis pengarsipan 

dokumen dalam bentuk kcrtas/manual. 

File Simbol ini digunakan untuk 

( r) menggambarka:n semua jenis 

penyimpanan dalam bentuk data/file 

0 
Konektor S:i.mbol ini digunakan untuk 

menggambarkan perpindahan aktivitas 

dalam halaman yang berbeda. 

l l 
GarisAlir Simbol ini digunakan untuk -

menggambarkan arah proses pelaksanaan 

kegiatan. 
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D. CONTOH BAGAN ALUR (FLOWCHART) 
Pembuatan SPPD 

No Kegiatan 

1 IMenelaahjadwal pelaksanaan 
pemeriksaan sesuai dengan PKT 
dan surat tugas 

2 IMembuat SPPD sesuai dengan 
su.rat tugas yang telah 
ditandatangani Kepala Dinas 

3 IMeogusulkan SPPD Tim 
untuk cliparaf Sekretaris 

4 IMeogusulkan SPPD Tim untuk 
ditandata.ngani Kepala Dinas 

5 IMemberikan Nomor SPPD sesuai 

den. 

6 IMenyerahkan SPPD kepada Tim 

l PARAF KOORDI 
NO JA8ATAN 

I , SETDAKAB 

i _? I ASSl_;;TEN 1. 
. 3 ASSIS1El4 

4 
, 
6 . 

17 1-·· 
s # 

• l.." I 

I l• ~AG HUKUM 

Pelaksana 
Sekretaris I Kepala Dinas I Tim dalam SPPD 

'.'.1utu Baku 
an1 Waktu I Output 

DPAl60 tnenit !Surat Tugas 
Surat Togas 

Surat Tugasl60 menit IKonsep SPPD 

Konsep SPPDl30 menit IKonsep SPPD 
Surat Togas Surat Tugas 

Konsep SPPDl30 menit IKonsep SPPD 
Surat Togas Surat Tugas 

SPPDllS Menit ISPPD 

SuratTugas SuratTugas 

SPPDJlS Menit ISPPD 
Surat Togas 

BlJPATI LAMPUNG BARAT, 

PA 
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